
 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 84                                                                                    TAHUN 2020 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 83 TAHUN  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA DEPOK, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1)                  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan 

Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Depok; 

  b. bahwa sehubungan dengan perkembangan Peraturan 

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

dilakukan penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,                         

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara                              

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,                          

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                            

Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang                    

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara                          

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,                           

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara                           

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,                      

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56     

Tahun 2005 tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  14. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5533); 

 

 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 

Nomor 10); 
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  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA DEPOK. 

  Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Depok 

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok 2014 

Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 

20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok 2019 Nomor 76), 

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Depok: 

1. Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan  

Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita 

Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 20); 

2. Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok 

(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 84); 

3. Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok 

(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 76); 

diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Lampiran Huruf N nomor 3 (tiga) ayat c diubah menjadi 

berbunyi sebagai berikut: 

a. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
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Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus 

berwujud dan memenuhi kriteria: 

 mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 

 biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  

 tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi 

normal entitas; dan  

 diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan.  

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap 

yang memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa 

yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 

produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus 

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 
 

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam 

dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu 

batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization 

thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh 

entitas yang ada. Masing-masing entitas harus 

menetapkan batasan jumlah tersebut dengan 

mempertimbangkan kondisi keuangan dan 

operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan 

jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) harus 

diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan.  
 

Batasan satuan minimum yang ditetapkan Pemerintah 

Kota Depok meliputi pengeluaran untuk per satuan asset 

diatur dalam Peraturan Wali Kota Tentang Kapitalisasi 

Aset Tetap. 
 

Penggolongan dan Kodefikasi aset tetap pada Pemerintah 

Kota Depok mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan 

dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. 
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Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis 

lurus (straight line method) yaitu beban penyusutan 

diterapkan secara konstan/tetap selama periode waktu 

tertentu (berdasarkan umur ekonomis atau umur 

penggunaan aset tetap atau masa manfaat) dan dihitung 

dari nilai buku aset tetap. 
 

Objek penyusutan terdiri dari peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi. 

Pelaksanaan penyusutan barang daerah berupa aset 

tetap diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman 

Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. 
 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam 

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 

Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: 

1) Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah 

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 

kondisi siap dipakai. 

2) Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh 

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 

12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

3) Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung 

dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai.  

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, 

dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai.  
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5) Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 

dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap 

di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai.  

6) Konstruksi dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap 

yang sedang dalam proses pembangunan yang pada 

tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya 

dikerjakan. 

Kebijakan akuntansi: 

a) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset 

tetap telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

berpindah. 

b) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila 

penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya 

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.  

c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan 

cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga 

kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan 

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut.  

d) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya 

aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat 

aset tersebut diperoleh. 

e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga 

belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan 

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 

langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 

penggunaan yang dimaksudkan. 

f) Jika  penyelesaian   pengerjaan   suatu     aset   tetap                  
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melebihi dan atau melewati satu periode tahun 

anggaran, maka aset tetap yang belum selesai 

tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai 

konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset 

tersebut selesai dan siap dipakai.  

g) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya 

perolehan. 

h) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola 

antara lain: 

 biaya yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan konstruksi;  

 biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan 

pada umumnya dan dapat dialokasikan ke 

konstruksi tersebut; dan  

 biaya lain yang secara khusus dibayarkan 

sehubungan konstruksi yang bersangkutan.  

i) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor 

melalui kontrak konstruksi meliputi: 

tTermin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian 

pekerjaan;  

 kewajiban yang masih harus dibayar kepada 

kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang 

telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal 

pelaporan;  

 pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak 

ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak 

konstruksi. 

j) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya 

pinjaman yang timbul selama masa konstruksi 

dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, 

sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan 

ditetapkan secara andal.  

k) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi 

mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir 

periode akuntansi:  
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 rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan 

berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu 

penyelesaiannya; 

 nilai kontrak konstruksi dan sumber 

pembiayaanya;  

 jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

 uang muka kerja yang diberikan; 

 retensi. 

l) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang 

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan 

mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-

masing aset yang bersangkutan. 

m) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran 

atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak 

serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu 

diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh 

yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang 

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas 

atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.  

n) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran 

atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat 

yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. 

Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam 

pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. 

Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan 

kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset 

yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat 

(carrying amount) atas aset yang dilepas.  

o) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) 

harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat 

perolehan. 
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p) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada 

umumnya tidak diperkenankan karena SAP 

menganut penilaian aset berdasarkan biaya 

perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan 

dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan 

mengenai penyimpangan dari konsep biaya 

perolehan di dalam penyajian aset tetap serta 

pengaruh penyimpangan tersebut terhadap 

gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara 

nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap 

dibukukan dalam ekuitas. 

q) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika 

dilepaskan atau bila aset secara permanen 

dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat 

ekonomik masa yang akan datang. 

r) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau 

dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

s) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan 

harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya.  

Pasal II 

Peraturan Wali Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

   

                                                                       Ditetapkan di Depok 

                                                                       pada tanggal  30 Desember 2020     

                                                                       WALI KOTA DEPOK, 

 

TTD 

 

  K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 

Diundangkan di Depok 

Pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  

 

     TTD 

 

HARDIONO 

 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 84 


